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ABSTRAK

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Perjanjian Pra-Nikah
Untuk Melindungi Harta Bawaan Dalam Perkawinan ini membahas pentingnya
perjanjian pra-nikah dalam melindungi harta bawaan dalam perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan perjanjian pra-
nikah, perlindungan hukum terhadap harta bawaan, serta hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan deskriptif analitis, mengumpulkan data dari sumber primer
dan sekunder seperti undang-undang, kitab hukum, dan literatur terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah merupakan instrumen hukum
yang penting untuk melindungi aset pribadi masing-masing pasangan sebelum
menikah. Proses pembuatan perjanjian pra-nikah melibatkan kesepakatan kedua
belah pihak, konsultasi dengan ahli hukum, dan pengesahan oleh notaris.
Perlindungan hukum terhadap harta bawaan diatur dalam Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi
Hukum Islam, yang mengatur pemisahan harta pribadi dan harta bersama.
Namun, pelaksanaan perjanjian pra-nikah masih menghadapi berbagai hambatan,
baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Masyarakat sering menganggap
perjanjian ini sebagai tindakan yang tidak romantis atau merusak kepercayaan
dalam pernikahan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan ketidakpastian hukum
juga menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan
sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat
perjanjian pra-nikah, serta revisi undang-undang untuk memberikan payung
hukum yang lebih kuat.
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